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RINGKASAN

Ermy Marlinda. Desember 2024. HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (STUDI KASUS KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM). Skripsi,
Program Sarjana Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
Mangkurat, 63 Halaman, Pembimbing: Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas penggunaan hak angket oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
terhadap lembaga negara independen dengan fokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU). Sebagai bagian dari sistem checks and balances yang
diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR memiliki hak angket yang diatur
dalam Pasal 79 UU MD3 untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan
pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Hak angket ini dirancang sebagai alat
pengawasan legislatif terhadap eksekutif guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun,
penerapannya terhadap KPU dan BAWASLU, yang merupakan lembaga independen dengan
tanggung jawab menjaga netralitas dan integritas pemilu, menimbulkan perdebatan hukum dan
politik. Lembaga independen secara hukum dirancang untuk berada di luar kontrol langsung
eksekutif, sehingga memunculkan pertanyaan apakah mereka termasuk dalam lingkup
pengawasan hak angket DPR. Dalam penelitian ini, dua isu utama yang diangkat adalah
pembatasan hak angket DPR menurut peraturan perundang-undangan serta relevansi
penggunaannya terhadap lembaga negara independen seperti KPU dan BAWASLU.

Dengan menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada bahan hukum primer dan
sekunder serta metode analisis doktrinal dan historis, penelitian ini menunjukkan bahwa hak
angket DPR seharusnya terbatas pada kebijakan eksekutif, bukan lembaga independen. Hasil
analisis menegaskan bahwa pembatasan hak angket bertujuan untuk menjaga netralitas dan
profesionalitas lembaga independen dalam menjalankan fungsi strategisnya yang bebas dari
intervensi kekuasaan politik. Pengajuan hak angket DPR terhadap KPU dan BAWASLU terkait
dugaan kecurangan Pemilu 2024 dinilai tidak relevan secara hukum karena dapat melemahkan
prinsip independensi yang dijamin dalam konstitusi. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 36/PUU-XV/2017 menunjukkan adanya perbedaan tafsir hukum terkait cakupan subjek
dan objek hak angket, khususnya mengenai lembaga negara independen. Kesimpulan penelitian
menekankan bahwa diperlukan regulasi yang lebih jelas untuk mengatur batasan hak angket
DPR, guna menjaga agar fungsi pengawasan tetap berjalan sesuai dengan prinsip checks and
balances tanpa mengorbankan independensi lembaga yang bertanggung jawab terhadap proses
demokrasi. Hal ini penting untuk memastikan terciptanya pemilu yang adil, bebas, dan
demokratis di Indonesia.



Ermy Marlinda. November 2024. HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
TERHADAP LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN (STUDI KASUS KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM). Skripsi,
Program Sarjana Program Studi llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung
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ABSTRAK

Penelitian ini membahas pelaksanaan hak angket DPR terhadap lembaga negara independen,
dengan fokus pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu
(BAWASLU). Hak angket DPR, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3,
dirancang untuk mengawasi kebijakan pemerintah yang strategis dan berdampak luas. Namun,
penerapannya terhadap lembaga negara independen menimbulkan kontroversi karena
bertentangan dengan prinsip independensi yang dijamin oleh UUD 1945. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pembatasan hak angket dalam prinsip checks and balances serta
relevansinya terhadap KPU dan BAWASLU.

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis bahan hukum
primer, seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah. Penelitian
ini menemukan bahwa objek hak angket DPR dibatasi pada kebijakan eksekutif, sebagaimana
dijelaskan dalam UU MD3. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi terkait hak angket terhadap
lembaga independen menunjukkan adanya perbedaan interpretasi. Hasil analisis menyimpulkan
bahwa penerapan hak angket terhadap KPU dan BAWASLU berpotensi melemahkan prinsip
independensi yang esensial untuk pelaksanaan pemilu yang adil dan bebas dari intervensi.

Kata Kunci: hak angket, lembaga negara independen, KPU, BAWASLU, checks and balances
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DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

Peraturan perundang-undangan lain yang akan berkembang seiring penulisan

Skripsi ini.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-XV/2017 Tentang Pengujian Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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